
WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR ITOO I 26L /ITKO

TENTANG
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEI(ASI

TAHUN ANGGARAN 2021

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah
Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pada
Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran
2021 Nomor 54lPW.O2.O2/lrban II tanggal 17 Maret
2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi
Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi segera
menyelesaikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat atas Laporan
Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2021.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
2O2l tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tatlun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202 1 Nomor 1045);

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 157 Tahun
2O2l tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang
Dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional;

1 1 . Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Lembararr
Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tal:run 2O2O
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).



Kepada

Untuk
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MENGINSTRUKSIKAN :

Tim Penerapan SPM Kota Bekasi.

a. Memprioritaskan dan mengoptimalkan anggaran
untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang dialokasikan untuk pemenuhan
kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dimulai
dari tahapan pengumpulan data, penghitungan
kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar,
penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan
SPM dan capaian target SPM secara berkala.

Melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 1 Tahun 20 19
tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi;

Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal :77 Maret2O22
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Dr, TRI HIANTO TJAHYONO

Tembusan:
Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.


